




1.1 Latar Belakang Masalah 
 Perkembangan zaman memicu tingginya konsumsi masyarakat akan 
sebuah kebutuhan, dengan ditandai banyaknya merek dagang  yang berada di 
pasaran karena pengaruh media sosial yang mudah diakses oleh semua kalangan, 
dengan tingginya permintaan akan sebuah produk maka pelaku usaha mulai 
menjadikan konsep waralaba sebagai sebuah strategi bisnis baru, dimana para 
pelaku bisnis ini menjual ide bisnis mereka dalam bentuk merk dagang, lisensi 
ataupun kemitraan. 
Waralaba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kerjasama dalam 
bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui 
oleh pihak yang saling mengikat, menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia No.42 Tahun 2007 tentang waralaba menyatakan bahwa, ” waralaba 
adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap 
sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau 
jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan 
oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”
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Istilah waralaba bermula semenjak praktek bisnis di Eropa, dimana para 
pemilik tanah yang diberikan hak oleh para raja untuk memanfaatkan tanah 
tersebut dengan membayarkan sejumlah pajak kepada kerajaan atas tanah yang 
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digunakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sistem tersebut hamper 
sama seperti royalty fee, atau yang kini disebut waralaba.
2
 Pada tahun 1980 
hingga 1990 sistem waralaba asing mulai masuk ke Indonesia seperti MC Donald, 
KFC dan lain sebagainya. Namun pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis 
moneter menyebabkan merosotnya jumlah perusahaan asing yang melakukan 
franchise di Indonesia karena turunnya nilai mata uang. Pada saat itu, menurut 
konsultan waralaba Amir Karamoy, pertumbuhan waralaba asing di Indonesia 
pada kurun waktu 1998 –2000 tercatat minus 86%.
3
 Hingga pada tahun 2003 
kondisi ekonomi dan politik mulai stabil dan geliat usaha franchisemulai kembali 
pesat. Di Indonesia sendiri tercatat ada 698 waralaba denganjumlah gerai 24.400 
yang terdiri dari 63% waralaba lokal serta 37% mancanegara. Dengan omzet 
mencapai Rp 172 triliun.
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Zaman franchise modern baru dimulai pada akhir tahun 1940-an dan awal 
tahun 1950-an. Hal ini terlihat dari berkembangnya Mc Donald‟s (1955), Carvel 
Ice Cream (1945), Jhon Robert Power (1955), Kentucky Fried Chicken (1952), 
dan lain-lain. Sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1988 usaha franchise 
mengalami peningkatan yang sangat besar di Amerika Serikat, hal ini tampak dari 
banyaknya usaha franchise yang berkembang di negara tersebut.
5
 
Proses penjualan produk dengan sistem waralaba adalah sebuah sistem 
dimana franchisor atau perseorangan atau badan hukum yang memiliki suatu hak 
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atas suatu produk memberikan wewenangnya untuk memberikan hak kepada 
penerima waralaba atau bisa disebut juga dengan franchisee untuk menjalankan 
usaha berupa penyaluran produk atau jasa dengan memberikan imbalan atau fee.
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Fee dalam perjanjian waralaba mempunyai 2 (dua) metode pembayaran yaitu;
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1. Franchise fee dapat didefinisikan sebagai biaya pembelian hak 
franchise untuk jangka waktu tertentu. Franchise Fee yang dibayarkan 
kepada Franchisor dapat dikatakan sebagai “penghargaan” atas 
pengalaman Franchisor menjalankan format bisnis yang diduplikasi 
dengan sistem franchise.Terlebih format bisnis yang ditawarkan telah 
dapat dibuktikan kesuksesannya. Franchise Fee hanya dibayarkan satu 
kali di awal masa perjanjian franchise, sehingga kadang orang banyak 
menyebutnya sebagai one time fee. 
2. Sedangkan Royalty Fee didefinisikan sebagai kontribusi bagi hasil dari 
pendapatan Franchisee (biasanya dari penjualan) atas penggunaan 
HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) milik Franchisor dalam 
menjalankan bisnis. Royalty Fee umumnya dibayarkan setiap bulan 
dan dihitung berdasarkan besaran pendapatan Franchisee. Dengan 
demikian, terlepas Franchisee sedang mengalami untung atau rugi, 
Franchisee tetap wajib membayar Royalty Fee sebagai konsekuensi 
atas penggunaan HAKI milik Franchisor. 
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Waralaba atau biasa disebut dengan franchise yaitu badan usaha atau 
perorangan (franchisee) yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau 
menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha 
yang dimiliki franchisor, dengan memberikan imbalan kepada pemberi waralaba 
berupa franchisee fee atau royalty fee,
8
 atas pemberian hak dan pengelolaan 
lisensi,
9
 berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa,
10
 atau 
dengan kata lain franchise adalah suatu sistem pendistribusian, di mana pihak 
pertama yaitu pemberi waralaba (franchisor) memberikan hak kepada pihak kedua 
yaitu (franchisee) untuk mendistribusikan barang atau jasa pada waktu dan area 




Definisi Lisensi menurut Undang-Undang No 30 tahun 2000 tentang 
rahasia dagang yaitu “ izin yang diberikan oleh pemegang hak Rahasia Dagang 
kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak 
(bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia 
dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu 
(Pasal 1 angka 5 Undang undang no 30 tahun 2000). 
Undang-Undang no 14 tahun 2001, mendefinisikan lisensi sebagai izin 
yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian 
pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi 
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perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu (pasal 1 angka 13 Undang-
Undang No 14 tahun 2001).
12
 
Waralaba merupakan suatu perjanjian yang bertimbal balik karena baik 
pemberi waralaba maupun penerima waralaba keduanya berkewajiban untuk 
memenuhi prestasi tertentu.
13
 Melalui kontrak tercipta perikatan atau hubungan 
hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang 
membuat kontrak. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak 
yang telah mereka buat. Kontrak sangat bermanfaat sebagai pegangan, 
pedoman,dan alat bukti bagi pihak pembuatnya. Adanya kontrak yang baik 
mencegah terjadinya perselisihan, karena semua perjanjian sudah diatur dengan 
jelas sebelumnya.
14
   
Perjanjian waralaba pada umumnya merupakan perjanjian biasa yang didalam 
perjanjianya terdapat objek khusus yang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian 
waralaba antara pemberi waralaba (franchisor) dengan penerima waralaba 
(franchisee), harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata sebagai berikut: 
1. Adanya kesepakatan (isi atau klausul perjanjian). 
2. Umur para pihak sudah mencapai 18 tahun atau sudah pernah 
melakukan perkawinan (cakap atau dewasa menurut hukum). 
3.  Mengenai hal tertentu, dalam hal ini mengenai waralaba. 
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4. Suatu causa yang halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, 
kesusilaan, atau ketertiban umum. 
Di dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang 
perjanjian waralaba, didalam isi perjanjian waralaba setidaknya memuat hal-hal 
berikut, diantaranya; 
1. Nama dan alamat kedua belah pihak. 
2. Jenis Hak kekayaan intelektual. 
3. Jenis kegiatan usaha. 
4. Hak dan Kewajiban para pihak. 
5. Bimbingan operasional dan pelatihan berkala yang diberikan 
Pemberi waralaba kepada penerima waralaba. 
6. Wilayah usaha 
7. Jangka waktu perjanjian 
8. Tata cara pembayaran fee. 
9. Perubahan hak kepemilikan. 
10. Penyelesaian sengketa. 
11. Serta tata cara pemutusan hubungan dan perpanjangan perjanjian. 
Pokok klausa tersebut wajib diberikan kepada penerima waralaba untuk 
dipelajari dan dipahami agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Sebab 
syarat suatu produk usaha dapat dikatakan sebagai waralaba apabila sudah 
memnuhi kriteria sebagai berikut:
15
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1. Memiliki ciri khas usaha. 
2. Terbukti sudah memberikan keuntungan. 
3. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/ atau jasa yang 
ditawarkan yang dibuat secara tertulis. 
4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan. 
5. Adanya dukungan yang berkesinambungan. 
6.  Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. 
Kekayaan atas hak intelektual yang dimaksud disini ialah sebagai objek 
pokok perjanjian dalam waralaba itu sendiri, dalam pelaksanaanya penyerahan 
lisensi atas perjanjian waralaba harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 
Di dalam dunia usaha waralaba kekuatan hukum yang mengikat disini ialah 
bahwa produk waralaba tersebut sudah memiliki STPW (Surat Tanda Pendaftaran 
Waralaba) atau hak kekayaan intelektual akan sebuah merek dagang yang telah 
terdaftar di Dinas atau lembaga yang berwenang dibawah naungan kementrian 
perdagangan Republik Indonesia. 
Pada era modern seperti saat ini, franchise dikatakan salah satu sistem 
bisnis yang sangat menguntungkan, selain untuk meminimalisir resiko kegagalan 
usaha juga dapat menghemat biaya, tenaga dan waktu. Dengan adanya 
franchisemaka akan mendapatkan dukungan dan panduan dari pemilik usahadan 
sudah memiliki merek usaha yang dikenal oleh masyarakat. Pengembangan usaha 
dengan model franchise dapat mendorong berkembangnya spesialisasi dan 








Menurut British Association juga mengungkapkan adanya tiga elemen 
pada franchise, antara lain:
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1. Merek, untuk dipinjamkan lisensinya pada franchisee. 
2. Sistem bisnis, suatu pedoman yang digunakan oleh franchisor 
kepada franchisee untuk menjalankan suatu bisnis. Bisa berupa 
SOP, standar periklanan, sistem akuntansi, kontrol persediaan, 
kebijakan dagang, dan lain-lain. 
3. Biaya, penarikan sejumlah biaya atas penggunaan merek dan 
partisipasi dalam sistem waralaba yang dijalankan 
Pada sisi lain, seorang atau suatu pihak franchisee yang menjalankan 
kegiatan usaha sebagai mitra usaha franchisor menurut ketentuan dan tata cara 
yang diberikan, juga memerlukan kepastian bahwa kegiatan usaha yang sedang 
dijalankan olehnya tersebut memang sudah benar-benar teruji dan memang 
merupakan suatu produk yang disukai oleh masyarakat serta akan dapat 
memberikan suatu manfaat finansial baginya, ini berarti franchise sesungguhnya 
juga hanya memiliki satu aspek yang didambakan baik oleh pengusaha pemberi 
franchise/franchisor maupun mitra usaha penerima franchise/ franchisee, yaitu 
masalah kepastian dan perlindungan hukum.
18
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Masalah mulai timbul pada akhir-akhir ini dikarenakan banyaknya produk-
produk baru yang muncul dengan mengatas namakan sebagai usaha yang 
berbentuk franchise dengan iming-iming modal minim dan keuntungan yang 
besar, namun jika ditinjau dari klausa perjanjian dan syarat sahnya suatu produk 
bisa disebut sebagai usaha waralaba, banyak produk-produk tersebut jauh 
memenuhi standard untuk disebut sebagai waralaba, sebagian besar dikarenakan 
belum mempunyai kekuatan hukum yang terdaftar, sehingga pemberian lisensi 
tersebut tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
Lisensi disini ialah objek atas hak kekayaan intelektual di beberapa bidang 
yang telah terdaftar di Kementrian Perdagangan Republik Indonesia berupa:
19
 
1.   Hak cipta dan hak terkait akan sebuah produk. 
2. Hak paten. 
3. Merek dagang. 
4. Desain industry. 
5. Desain tata letak sirkuit terpadu. 
6. Rahasia dagang. 
7. Varietas tanaman. 
Dalam praktik di lapangan penulis menemui sebuah restoran cepat saji 
yang cukup terkenal di kota Surakarta yaitu Nolandfood, yang sudah berdiri 
sebagai restoran cepat saji sejak tahun 2016 berbasis menjual makanan cepat saji 
berupa ayam goreng krispi dengan aneka saus kekinian, dengan jumlah 
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permintaan produk yang semakin meningkat dari berbagai daerah menyebabkan 
Nolandfood berencana melebarkan bisnisnya dalam bentuk waralaba dengan 
menggandeng investor sebagai jalan pintas untuk mengembangkan usahanya. 
Nolandfood sebagai restoran cepat saji pada pelaksanaanya hanya terdaftar 
sebagai usaha kecil, mikro dan menengah dengan dikeluarkanya surat edaran 
keterangan usaha dari kecamatan setempat dan belum memiliki Hak atas 
kekayaan intelektual didalam produknya yang terdaftar, maupun Surat tanda 
pendaftaran waralaba, sehingga menimbulkan pertanyaan akan ke absahan 
perjanjian waralaba yang telah dibuat oleh Nolandfood tersebut, layak atau sah 
jika disebut sebagai perjanjian waralaba, karena perjanjian tersebut tidak 
disertai.pemberian lisensi yang mempunyai kekuatan hukum, mengingat 
perjanjian waralaba tersebut telah dibuat dan disepakati bersama antara pemberi 
dan penerima waralaba, bahkan penerima waralaba telah menjalankan usaha 
selama 3 (tiga) bulan terhitung dari pernjanjian itu ditandatangani. 
Semakin menjamurnya sistem waralaba pada saat ini, menimbulkan 
banyak pertanyaan tentang bagaimana perlindungan hukum terutama untuk 
penerima waralaba (franchisee), karena telah memberikan sejumlah fee kepada 
pemberi waralaba (franchisor) dengan harapan mendapatkan keuntungan sesuai 
yang dijanjikan, dapat dinikmati dengan aman, sah menurut Undang-undang , dan 
tidak perlu menimbulkan masalah hukum dikemudian hari demi terciptanya 
kepastian dan perlindungan hukum antara kedua belah pihak yang telah 




Dari pernyataan di atas penulis tertarik mengkaji dan menganalisa sistem 
serta isi perjanjian waralaba Nolandfood  (de facto)  dan membandingkan dengan 
sistem perjanjian waralaba secara (de jure) atau sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dalam bentuk skripsi yang berjudul 
“ANALISIS PERJANJIAN WARALABA NON LICENSE  (Studi Kasus di 
Nolandfood Surakarta)” 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berinisiatif untuk 
menentukan rumusan masalah sebagai berikut:  
1. Apa akibat hukum dari perjanjian dan sanksi bagi franchishor 
apabila perjanjian dibuat? 
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi franchisee apabila 
terlanjur membeli produk waralaba Nolandfood? 
 
1.3     Tujuan Penelitian 
Dengan latar belakang tersebut diatas terdapat  tujuan penulisan 
sebagai berkut:  
1. Untuk menganalisa proses perjanjian waralaba antara 
franchisee dengan franchishor yang  belum memiliki Surat 
Tanda Pendaftaran Waralaba maupun Hak kekayaan intelektual 
akan produknya dan akibat hukum serta sanksi yang didapatkan 




2. Untuk menganalisa dan memahami akan perlindungan hukum 
yang bisa diperoleh franchisee apabila sudah terlanjur 
melakukan perjanjian pembelian produk waralaba yang  belum 
memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba maupun Hak 
kekayaan intelektual. 
3. Untuk dapat mengetahui metode atau kombinasi metode 
penelitian manakah yang paling baik dan tepat digunakan 
dalam masing-masing macam penelitian hukum. Tujuan 
penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat peryataan 
yang konkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, di 




1.4 Manfaat Penelitian  
1. Penelitian diharapkan bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan, 
sumbangan ide  dan pendapat penulis, serta menjadi salah satu 
pedoman khalayak umum dalam menentukan bisnis waralaba yang 
baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku. 
2. Secara praktis, penelitian ini merupakan terapan ilmu yang sudah 
didapat penulis selama kuliah 8 tahun di Universitas dan dapat 
digunakan sebagai  dasar pertimbangan bagi para pelaku bisnis 
waralaba untuk memilih produk waralaba yang sesuai keinginanya 
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namun tetap berpegang teguh pada Undang-Undang sehingga tidak 
terjadi perselisihan kedepanya. 
1.5 Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran memuat uraian tentang teori atau konsep yang 
bersumber dari berbagai literatur atau referensi dan berfungsi memberikan 
arahan atau pedoman bagi peneliti dan kemudian dalam menganalisis hasil 
penelitian
21
, serta membandingkan antara waralaba secara de facto 
pelaksanaan di Nolandfood dengan waralaba de jure sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Penjabaran kerangka pemikira dimulai dari menganalisa isi 
perjanjian waralaba milik Nolandfood dengan metode penelitian yang 
penulis gunakan untuk mempertimbangkan subjek dan objek yang 
terkandung didalam perjanjian, apakah sudah memenuhi syarat-syarat 
yang telah ditetapkan pemerintah dan peraturan perundang-undangan, 
dengan mewawancarai pemilik Nolandfood, sehingga bisa disebut layak 
sebagai usaha waralaba dan bisa menjamin kepastian serta perlindungan 
hukum mitra atau konsumen Nolandfood. 
Dengan kerangka pemikiran tersebut maka terciptalah sebuah 
bagan yang merupakan alur dari pengerjaan skripsi yang digambarkan 
sebagai berikut;  
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
 
1.6  Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam 




itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara 
sistematis, metodologis, dan konsisten. 
22
 
1. Metode Pendekatan 
Metode Pendekatan adalah pola pikir yang dianjurkan oleh para 
peneliti untuk melaksanakan proyek penelitian dan melakukan 
penelitian.
23
 Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode 
kualitatif, metode kualitatif merupakan suatu metode dalam meneliti 
status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu 
sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 
Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi, 
gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 
fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.
24
 
2 Jenis penelitian 
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis kualitatif lapangan (field 
research) dan bersifat deskriptif kualitatif,
25
 yang dimaksud disini 
adalah penelitian menggambarkan keadaan suatu persitiwa secara 
terperinci tentang proses pembuatan dan pelaksanaan peranjian 
waralaba di Nolandfood, serta penjelasan sistematika perjanjian 
waralaba yang benar menurut undang-undang dari Dinas atau lembaga 
yang berwenang. 
3 Sumber data 
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Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data 
yaitu : 
a) Data primer  
Data diperoleh dari sumber informasi yaitu pemilik 
waralaba Nolandfood (de facto) dan Dinas Perindustrian dan 
Tenaga Kerja Kabupaten Sukharjo serta Dinas Perdagangan 
Koperasi dan UMKM Kabupaten Sukoharjo sebagai pihak 
yang berwewenang (de jure), untuk diamati dan dianalisa 
sebagai data utama dalam rumusan masalah, mengingat 
domisili penulis berada di wilayah Sukoharjo. 
b) Data sekunder 
Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan 
studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, 
catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubunganya 
dengan masalah yang akan dipecahkan.
26
 Studi kepustakaan 
dilakukan dengan cara mengadakan penelitian terhadap 
literatur, buku-buku, surat kabar, artikel dari internet dan 
undang-undang serta referensi lainya yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
1.7    Metode pengumpulan data 
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Pengumpulan data didapatkan melalui wawancara, 
studi kepustakaan dan observasi di lapangan. 
a. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pemilik 
rumah makan Nolandfood serta beberapa mitra yang 
masih berada dalam karesidenan Surakarta dan 
mewawancarai dinas atau lembaga terkait yang 
berwenang atas pendaftaran sebuah produk waralaba. 
b. Studi kepustakaan bersumber dari buku fisik atau e-
book (electronic book), artikel, peraturan perundang-
undangan, makalah dan sebagainya untuk melengkapi 
teori waralaba guna melengkapi analisa. 
c. Observasi di sini ialah mengamati dampak atas 
pelaksanaan dari perjanjian yang dibuat oleh pemberi 




1.8    Metode analisa data 
 Penelitian secara deskriptif kualitiatif lebih dipilih penulis dalam 
metode analisa data karena penelitian ini merupakan visualisasi dari 
sebuah data yang sudah diperoleh ke dalam kalimat, Penelitian deskriptif  
kualitatif yang dimaksud disini, adalah penelitian yang digunakan untuk 
meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan 
instrumen kunci, yang berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada 
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sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori,
28
 Penelitian 
deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang 
termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, 
variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan 
menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan 
menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, 
sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, 
pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang 
timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu 
kondisi, dan sebagainya,
29
 dengan menggunakan dasar logika induktif, 
yakni suatu bentuk pembuktian yang membuat generalisasi berdasarkan 
pendapat seseorang dalam hal ini pendapat dari penulis, dengan didasari 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
1.9    Sistematika penulisan SKRIPSI 
Penelitian terbagi menjadi 4 BAB guna memudahkan dalam 
penulisan sebuah skripsi diantaranya; 
1. BAB I PENDAHULUAN 
a. Latar belakang masalah 
b. Rumusan masalah 
c. Tujuan penelitian 
d. Manfaat penelitian 
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e. Kerangka pemikiran 
f. Metode penelitian 
g. Metode pengumpulan data 
h. Metode analisa data 
i. Sitematika penulisan skripsi 
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka  dalam penulisan ini berisi tentang pengertian 
waralaba, perjanjian waralaba yang benar menurut Undang-undang, 
macam dan jenis waralaba, hak dan kewajiban antara pihak yang 
terikat, teori tentang Hak kekayaan intelektual, serta menjelaskan 
tentang dasar hukum perlindungan konsumen waralaba, terutama 
perlindungan hukum bagi franchisee. 
3. BAB III PEMBAHASAN 
Dalam hasil penelitian, penulis membandingkan bagaimana 
pelaksanaan perjanjian waralaba di Nolandfood untuk dikomparasi 
dengan perjanjian waralaba secara yuridis (Sesuai Undang-Undang 
yang berlaku), untuk mengetahui akibat hukum atau sanksi bagi 
franchisor apabila perjanjian waralaba tersebut tercipta, serta 
menggambarkan kepastian hukum bagi para mitra (franchisee) apabila 
terlanjur membeli produk waralaba Nolandfood. 





Dalam kesimpulan ini penulis merangkum hasil penelitian 
dengan di dasari dari data tinjauan pustaka, wawancara dan observasi 
di lapangan. 
b. Saran 
Dalam saran ini penulis memberikan pilihan terbaik apabila ingin 
membeli suatu produk waralaba, dengan didasari ketentuan yang 
berlaku. 
5. DAFTAR PUSTAKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
